PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
DI KECAMATAN IV JURAI
DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

KMenimbang ¢ a. bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor B Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Magari, sebuah Pemerintahan Magan yang memenuhi
ketentuan dan syorat dapat dilakukan pembentukan Pemerintahan Nagan
baru atau pemekaran atas aspirasi dan prakarsa masyarakal Nagari yang
bersangkutan  berdasarkan  musyawarabh  dengan  tujuan  untuk
menyelenggaralan pemerintashan  secara  lebih  berdayaguna dan
berhasilguna dalam pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;

b. behwa sehubungan dengan maksud buruf o, serta setelah mempelajan
secara seksama usulan dan dolumen pemekaran Pemerintahan Magari
Salido untuk pembeniukan Pemerintahan Magari Bunga Pasang Salido
sesual aluran vang berlaku, maka perlu membeniuk Peraturon Daerah
Kabupaten Pesisir Selatam;

Mengingat @ 1. Undang-Undang Momor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Megara Republik Indonesa Tahun 1956 Nomor 25 ) jis Undang-
Undang Dri. Momor 21 Tehun 1957 ( Lembaran Negara Republik
indonesia Tehun 1957 Nomor 77) jo UndangUndang Momor 58 Tahun
1958 (Lembaran Megara RBepublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 1643}

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomaor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Momor 32 Tahwn 2004 tentang Pemenniahan Daerah
(Lembaran Megara Republik indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4437 ) sebagaimana telah
beberapa kali dubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Megamm Republik
indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
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indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
ontara Pemeriniah Pusat dan Pemeriniazh Doerah (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Megara
Aepublik Indonesia Momar 4438)

5. Peraturon Pemerintah Nomor Y2 Tahen 2005 tentong Desa [ Lembaran
Megara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4587

& Pergiuren Pemerintah  Nomor 79 Tohun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Peényelenggaraan Pemenntahan Dagrah
(Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) |

/. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemeriniah, Pemerintabon Daerah Provinsi dan
Pemesrintohan Daerah  Kabupaten/Kota ( Lembaran Negora Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Megara Republik
indonesia Nomor 4737) ;

B. Perawran Mepleri Dalam MNegeri Nomor 27 Tahen 2006 tentang
Penetapon dan Penegasan Batas Desa,

9. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 28 Tahwn 2006 tentang
Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status
Desa menjadi Kelurahan;

10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Polkok Pemerintahan Nagarg

1. Peraturan Dasrah Kabupaten Pesisic Selatan Momor B Tahun 2007 tentang
Pemenntahan Magari;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN
MEMUTUSHAN :

Menetapkan @ PERATUARAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN
HAGAR| BUNGA PASANG SALIDD DI KECAMATAN IV JURAIL

BABI
KETEMTUAN UMUM
Paszal 1
Dalam Peraturan Daerahini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
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2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camatl sebagal Perangkat Daerah Kabupaten Pesisic
Selatan

4, Nagan adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Baral yang mempunyal wilayah dengan balas-batas terientu,
mempunyal horta benda kekayaon sendin, berwenang mengatur dan mengurus rumah
tangga sendir,

5. Pemerntahan Magan adalah penyelenggaraan unusan pemenntahan yang dilaksanakan
oleh Pemernintah Nagan dan Badan Permusyawaraton Magan (Bamus Magon).

&, Pemerintah Nagari adalah Wali Magari dan Perangkatnya.

7. Kampung adalah wilayah administrasi Pemerintahan Magari yang mernupakan bagian
wilayah Pemerintahan Magarl

8. Pembentukan Pemeriniahan Nagari adaloh timndakon mengadokan Pemerintahan MNagari
banu di |luar wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada atau kegiatan pemekaran
wilayah Pemerintahan Magan yang sudah ada.

9. Pemekaran Pemernintahen Magar adalah tindakan memekarkan Pemerintahan Nagari
dar 1 (satu) Pemerintahan Magan awal menjadi 2 (dua) stau lebih Pemeérintahan Magari
ban.

10. Pembentuken Kompung adaloh tindokan memekarkon kompung yeng sudah odo
menjadi 2 (dua) atau lebih,

BABI
PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pemenntahon Nagan Bunga Pasang Salido dalam
wilayah Kecamatan I Jurai,

{2) Wilayah Pemerintahan MNagar Bunga Pasang Salido sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dan wilayah Pemenntahan Nagari Salido

(3) Puszat Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berado di Bunga Pasang |

Pasal 3

(1) Pembeniukan atou pemekaran Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido beriujuan
untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahtersan masyarakat.

(2] Pembentukan  otou pemekaran Pemerimtahan Magan Bunga Pasang Salido tidok
merubah status Magan Salido sebagal wilayah kesatuan hukum adat yang telah ada
dengan |embaga Kerapatan Adot Nagar Salido (KAN  Salido), atau  tidok
membentuk/memekarkan kesaluan masyarakat hukum adat yang telah ada,

(3) KAN Salido sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengayomi pelestarian adat dan
penyelesaian perselisihan soko dan pusako di wileyah Pemerintahan Magard Salide,
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Bunga Pasang Salido dan Pemerintahan Nagari Sago Salido,

(4) Kedudukan, tugas pokok fungsi, susunan organisasi keanggotaan, pembimaan dan
hubungan kerja Kerapatan Adat Magan Salido mengacu kepada Pasal 108, Pasal 109,
Pazal 110 dan Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2007 tentang Pemerint ahan Nagar,

BAB I
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DAN PEMBAGIAN KAMPUNG
Pasal 4

(1) Batas wiloyah administrasi Pemerintahan Magari Bunga Pasang Salido adalah ;
a Sebelah Utara berbatas dengan Pemerintahan Nagan Salido.
b. Sebelah Selaian berbalas dengan Pemenntahan Nagan Painan.
4. Sebelah Barat berbatas dengan Pemenntahan Magari Salido.
b, Sebelah Timur berbatas dengan Pemerintahan Magarl Tambang.

(2] Peto botas  wilsyah admenisirasi Pemenntahan Nagan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah merupakan sketsa peta batas kra-kira Pemerintahan Magan Bunga
Pasang Salido dengan Pemerintahan Magarl atau Kecamatan yang bersebelahan
dengannya sebagameana terdapal dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang
merupakan bagian yvang tak terpisahkan darl Peraturan Daerah inl.

(3} Penentuan dan penegasan tapal batas di lapangan guna pembuatan peta batas wilayah
administrasi Pemernintahan MNagari selanjuinya, alkan ditetapkan berdasarkan
kesopakatan kedua Pemerinfahan MNagan yong berbatasan yang difasilitasi oleh
Pemerininh Kabupaten Pesisir Selatan,

(4) Apabila kesepakotan kedua Pemerintohan Magari sebagaimaona dimaksud pado ayat [3)
tidak tercapai, penentuan tapal batas ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat
fmal.

(5] Peta batas wiloyoh administrasi Pemerimohan MNagari Bunge Pasang Salido
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Pazal 5
{1) Pemerintahan Nagar Bunga Pasang Salido terdin dan 3 (tiga) Kampung, yaitu ;
2, Kampung Bunga Pasang |,
b. Kampung Bunga Pasang I,

¢, Kampung Bunga Pasang liL

(2) Untuk efektifitas dan efisiens! penyelenggaraan Pemenntohan Magan, jumiah Kampung
yang ada sekarang dapat dimekarkan, digabung dan dihapus,
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(3) Tata cara pembentukan atau pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kampung
mengacy kepada peraturan penendang-und angan,

Pasal 6

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan Pemenntahan Nagari Bunga Pasang
Salido sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah inl diaiur cleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Segaln ketentuan yang mengalur tentang pembentukan dan perubahan batas wilayah
administrasi Pemenintahan Nagar Salido Kecamatan N Jural Kabupaten Pesisir Selatan
vang telah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah inl dinyataken dicabut dan tidak
berlaku logi.

AR W
KETENTUAN PENUTUP
Pasal B
Paraturan Daerah ini mulsi berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lambaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 11 Mei Z009

BUPATI PESISIR SELATAN,
dio

H. HASRUL ABIT
Diundangkan di Painan
pada tanggal 171 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN,

dio

H. ROSMAMN EFFENDI, SE, SH, MM, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA NIP 010122943

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI E-B
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